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ABSTRACT

This paper examines the moral hazard as a major factor in the crime of fictitious loans at Bank Syariah Mandiri of Branch Bogor. Cases of fictitious credit happens to Bank Syariah Mandiri’s client mode with conspiring with the Accounting Officer of BSM by collecting customer data that has houses and land, and falsified data. in case of BSM fictitious credit indicates moral hazard BSM of bank managers. The issue of the quality of human resources and capable berakhlakul karimah, still should be a top priority, in other words the moral integrity’s degree and human resource banking and other financial sector can be the catalyst to treat early warning system. The Islamic bankers is spearheading who will provide color and perception of the public about Islamic banking. Therefore, human resource is the dominant major. 
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ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji moral hazard sebagai faktor utama terjadinya tindak pidana kredit fiktif pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor.  Kasus kredit fiktif yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri dengan modus nasabah bersekongkol dengan accounting officer BSM dengan mengumpulkan data nasabah yang mempunyai rumah dan tanah dan memalsukan data. Kasus kredit fiktif di BSM menunjukkan adanya moral hazard pengelola bank BSM. Persoalan kualitas SDM yang berakhlakul karimah dan kapabel, harus tetap dijadikan sebagai prioritas utama dengan kata lain derajat integritas dan moral sumber daya manusia perbankan dan sektor keuangan lainnya menjadi katalisator untuk dapat berfungsinya system pengawasan dini (early warning system). Para bankir syariah adalah ujung tombak yang akan memberikan warna dan persepsi kepada publik mengenai perbankan syariah. Oleh karena itu, faktor SDM penentu utama.

Kata kunci :  moral hazard, kredit fiktif, Bank Syariah .
PENDAHULUAN
P
erbankan syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak Islami dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Filosofi kelahiran perbankan syariah dapat dilihat pada konsideran bagian menimbang dari Undang-Undang Perbankan Syariah  bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah.
Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang tata cara beroperasinya dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dana, memberikan dan mengenakan imbalan didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islami atau prinsip syariah, yakni mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan hadits atau dengan kata lain, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasian disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.
 

Secara umum dapat dikatakan bahwa syariah menghendaki kegiatan ekonomi yang halal, baik produk yang menjadi objek, cara perolehannya, maupun cara penggunaannya. Selain itu, prinsip investasi syariah juga harus dilakukan tanpa paksaan, adil dan transaksinya berpijak pada kegiatan produksi dan jasa yang tidak dilarang oleh Islam, termasuk bebas manipulasi dan spekulasi

Berkembangnya praktik moral hazard di perbankan konvensional tidak  terlepas dari sistem dimana risiko tidak terdistribusi secara merata antara pemilik dana dengan pihak bank. Risiko pemilik dana lebih besar dibandingkan dengan risiko yang di tanggung oleh pihak bank. Keberadaan sistem penjaminan pun tidak menjamin keamanan dana nasabah. Berdasarkan pengalaman di berbagai negara, keberadaan program penjaminan pemerintah dan asuransi deposito telah menyebabkan kasus  moral hazard di perbankan semakin berkembang. 
Beberapa seputar kejahatan yang terjadi di dunia perbankan yang terjadi umumnya melibatkan oknum pegawai bank, sindikat kejahatan  perbankan dan perusahaan outsourching. Kejahatan di dunia perbankan seperti di atas dapat berdampak buruk bagi dunia perbankan. Kasus-kasus ini bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank. Menurut Strategic Indonesia, selama kuartal pertama tahun 2011 tercatat sedikitnya 9 kejahatan di berbagai industri perbankan. Menurut Jos Luhukay, pengamat Perbankan Strategic Indonesia, mengatakan bahwa modus kejahatan perbankan bukan hanya soal penipuan (fraud), tetapi lemahnya pengawasan internal control bank terhadap sumber daya manusia juga menjadi titik celah kejahatan  perbankan

Mustafa Edwin N. dan Ranti Wiliasih mengemukakan bahwa sikap ketidakhati-hatian dalam menyalurkan dana pihak ketiga juga dapat dikategorikan sebagai tindakan moral hazardsecara tidak langsung. Berdasarkan definisi moral hazardtersebut kita dapat melihat kondisi kolapsnya beberapa bank di Indonesia pada saat krisis ekonomi terjadi dari sisi moral hazard. Kurangnya sikap kehati-hatian dari pihak menajemen bank dalam menyalurkan DPK menimbulkan moral hazard secara tidak langsung kepada nasabah, sehingga meningkatkan rasio kredit macet. Selain itu pendistribusian risiko yang tidak merata juga bisa menjadi faktor terjadinya kasus pembiayaan bermasalah. Risiko yang yang harus diterima oleh pemilik dana lebih besar dari pada risiko yang diterima oleh pihak bank.

Morality of duty hukum perbankan berarti berbicara mengenai nilai dasar yang mengatur hubungan antara Bank Indonesia sebagai bank sentral, lembaga perbankan dan masyarakat (nasabah). Dimensi dasar moralitas hukum perbankan: pertama, berkaitan dengan kepenti​ngan nasabah dan kepentingan masyarakat secara luas. Sehubungan dengan pemenuhan kepentingan kepada nasabah, bank harus memberi rasa aman dan puas bagi masyarakat yang telah memberikan kepercayaan. Kedua, memenuhi kepentingan secara baik dan benar, dalam arti memberi keuntungan yang wajar. Ketiga, bank yang dikelola harus mampu menampung kepentingan para pengurus dan karyawan, mampu mendorong peningkatan prestasi kerja dan rasa tanggungjawab. Keempat, mampu membantu kepentingan pemerintah dalam mendorong terciptanya stabiliitas moneter dan sekaligus pemerataan pembangunan.
 
Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu dari lembaga keuangan Negara Indonesia yang mengembangkan dual banking system, yaitu Bank  Mandiri dan Bank Syariah Mandiri. Sebagai salah satu BUMN, Bank Mandiri menjadi bank pilihan bagi mayoritas masyarakat Indonesia, baik dari kalangan atas maupun masyarakat menengah. Bank Syariah Mandiri sendiri sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan didirikannya cabang-cabang di kota-kota besar di Indonesia. Pembiayaan yang disalurkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri lebih diprioritaskan kepada usaha kecil menengah guna memenuhi kebutuhan permodalan mereka

Pembahasan
Dalam kasus kejahatan korporasi di Bank Mandiri Syariah Bogor (BSM), kasus itu bermula dari pengajuan kredit seorang pengusaha properti bernama Iyan Permana tahun 2011. Iyan awalnya ingin mengajukan pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) untuk dia sendiri. Namun dalam proses pengajuannya, Iyan dan tiga pegawai BSM Bogor melakukan penyimpangan kredit. Developer (Iyan) mengajukan kredit senilai Rp1 miliar kepada BSM Bogor. Kemudian berkembang ide itu (kredit fiktif). Iyan dan tiga pegawai BSM Bogor kemudian membuat nasabah palsu untuk dikucuri fasilitas pendanaan KPR dan memanipulasi sejumlah dokumen mulai dari surat tanah sampai KTP palsu, dan tidak menjalani prosedur perbankan yang seharusnya dalam mengajukan kredit.

Apabila ditelaah dasi sisi pelanggaran undang-undang, maka tersangka dijerat  Pasal 63 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah  bahwa:

(1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS  yang dengan sengaja: 

a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu  dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS; 

b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS; dan/atau 

c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). 

(2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja: 

a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka: 

1. mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas penyaluran dana dari Bank Syariah atau UUS; 

2. melakukan pembelian oleh Bank Syariah atau UUS atas surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang, atau bukti kewajiban lainnya; 

3. memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas penyaluran dananya pada Bank Syariah atau UUS; dan/atau 

b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahundan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 

Selain itu pula pasal lain yang dapat dikenakan kepada tersangka adalah  Pasal 3 dan 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Pasal 3 

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

Sedangkan Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 
Kepercayaan pada bank syariah seharusnya lebih besar. Artinya label syariah yang mendasarkan diri pada hukum agama mestinya dapat menjamin “kebersihan” usahanya, termasuk orang-orang di dalamnya. Namun, kasus yang menimpa BSM tersebut menunjukkan lemahnya aspek manajemen risiko dan pengawasan internal bank. Kasus tersebut semakin meneguhkan pentingnya perbankan nasional dalam mengelola risiko dan memperkuat otoritas pengawasan dalam pelaksanaan manajemen risiko.

Terkait kasus BSM Bogor jelas pembobolan dana nasabah tersebut dilakukan orang dalam dan modusnya penipuan. Kasus pembobolan yang dilakukan karyawan bank masih sering terjadi dalam perbankan nasional. Namun, kasus yang menimpa BSM Bogor seolah memiliki magnitude yang tinggi karena menyandang predikat syariah.

Menurut Halim Alamsyah, jika kasus terjadi berasal dari risiko operasional maka ada beberapa persoalan. Pertama, risiko operasional bisa terjadi lantaran orang yang bekerja. Kedua, risiko tersebut dapat terjadi lantaran sistem yang ada tak mumpuni, seperti pengawasan yang lemah. Terakhir, risiko operasional bisa saja terjadi lantaran sarana penunjang seperti Information Technology (IT) kurang memadai.

Dhani Gunawan menyatakan bahwa bentuk moral hazard (korupsi) di lembaga perbankan pada umumnya dapat menjelma dalam tiga bentuk
. 

1. Langsung;

Bentuk korupsi langsung adalah pencurian uang pada bank oleh oknum individu atau kelompok dengan cara memanipulasi laporan keuangan, manipulasi dokumen dana bank atau dana nasabah, juga bisa dalam bentuk memark-up pembelian barang atau inventaris.

2. Tidak langsung;

Korupsi tidak langsung dapat berwujud dalam nepotisme tender barang atau jasa kepada sanak keluarga, sehingga bank dapat menjadi rugi, karena kualitas barang/jasa yang rendah. Atau oknum bankir mendapat komisi, atau sukses fee dari rekanan bank yang tidak dibukukan sebagai laba bank. Dana yang tak dibukukan ini diistilahkan dengan ”dana taktis”. Keberadaan dana taktis ini merupakan bibit awal korupsi, bibit awal rekayasa giant mark-up, karena dana taktis itu berasal dari anggaran bank yang kemudian berubah menjadi dana kepentingan pribadi atau oknum.

Bentuk korupsi lainnya, nepotisme penyaluran kredit yang mengurangi potensi pendatapan bank, nepotisme penerimaan pegawai atau promosi pegawai. Hal ini dapat menzalimi orang lain yang lebih baik, berkualitas dan lebih berhak.

3. Samar-samar (fuzzy)

Bentuk samar-samar merupakan bentuk yang paling potensial sering terjadi, karena berada di area abu-abu yang mudah disembunyikan, seperti komisaris atau direksi yang menggunakan mobil dinas mewah yang kemudian setelah penyusutan lalu dibeli menjadi miliknya dengan harga di bawah pasar. Contoh berikutnya adalah menggunakan fasilitas asuransi jabatan yang berlebihan, mendapatkan bonus yang melebihi batas kewajaran, mendapatkan pendapatan tambahan yang ditutupi dengan label success fee, atau pegawai yang sering mankir dari tugas dengan berbagai alasan.

Ditengarai bahwa salah satu penyebab utama terjadinya kredit fiktif pada BSM Cabang Bogor adalah lemahnya pengawasan internal bank. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya unsur moral hazard, di mana pegawai bank melakukan kolusi dengan nasabah dari luar perbankan untuk melakukan tindak kejahatan perbankan. Dengan kata lain kolusi pada bank, pihak bank-lah yang menjadi objek penipuan atau penggelapan, sedangkan pelakunya bervariasi. Apa pun variasinya, biasanya salah satu pihak yang berkolusi adalah oknum bank. Faktor inilah yang seringkali menjadi biang keladi terjadinya fraud dan criminal perbankan yang berpotensi merugikan bank secara finansial dan reputasi.
Arti yang terkandung dalam banking criminal (tindak pidana perbankan) tidak hanya mencakup setiap perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-undang Perbankan, melainkan juga Undang-undang Bank Indonesia, KUHPidana, peraturan hukum pidana khusus seperti Undang-undang tentang Pemutihan Uang (Money loundering), Undang-undang tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa dan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Modus pembobolan BSM Bogor dengan memanfaatkan kelemahan dalam mengelola risiko ini kemudian memberi ruang munculnya moral hazard secara sengaja melanggar risiko tanpa melalui prosedur kehati-hatian. Moral hazard tidak akan terjadi andai bank memperbaiki sistem pengawasan internal dan otoritas.
Kasus pembobolan BSM seharusnya memang bisa dicegah jika bagian manajemen risiko bank lebih waspada. Kasus-kasus kredit fiktif yang muncul menunjukkan bahwa risiko operasional dengan sistem manajemen risiko dan reguler tidak berjalan. Masalah yang muncul pada kasus tersebut adalah masalah mental dan moral pegawai bank itu sendiri. Boleh jadi, problem ini memang rumit karena melibatkan banyak dimensi dan banyak orang. Tapi, boleh jadi, hal itu dilatari lingkungan dan jenjang karier. Karyawan yang kariernya mentok karena perubahan kondisi internal yang didilakukan manajemen atau pemilik membuatnya berpikiran pendek. Apalagi jika lingkungan atau debitor mengiming-imingi dengan kekayaan.

Kasus kredit fiktif pada BSM tersebut memberikan pelajaran bahwa persoalan kualitas SDM yang berakhlakul karimah dan kapabel, harus tetap dijadikan sebagai prioritas utama. Para bankir syariah adalah ujung tombak yang akan memberikan warna dan persepsi kepada publik mengenai apa itu ekonomi dan keuangan syariah. Ketertarikan maupun keengganan orang untuk menggunakan jasa layanan perbankan syariah, sangat ditentukan oleh ‘penampilan’ SDM yang ada, apalagi di tengah era persaingan ketat yang membutuhkan service excellence yang sangat bergantung pada sistim dan SDM. Penulis banyak menemukan fakta di lapangan, dimana ada pengusaha yang tertarik untuk bertransaksi dengan bank syariah, hanya karena mereka diberikan kesempatan oleh pegawai bank untuk mengungkapkan pendapatnya tentang besaran marjin profit murabahah yang menjadi kewajiban mereka. Oleh karena itu, kejadian ini telah mengingatkan kita untuk senantiasa melakukan purifikasi terhadap praktik dan mekanisme kerja bank syariah, agar tetap berada dalam koridor semangat menegakkan ekonomi syariah.

Terjadinya praktik kredit fiktif atau kejahatan di bank syari’ah merupakan hal yang tidak mustahil, meskipun ada Dewan Pengawas Syari’ah, karena para pelakunya bukan malaikat. Apalagi sekarang ini perbankan syari’ah semakin banyak, maka para bankir syari’ah pun semakin bertambah banyak pula sementara banyak bankir syariah adalah bankir karbitan mereka berasal dari bankir konvensional yang pindah berkarir atau dipindah tugaskan ke bank syariah karena bank tempat kerjanya melakukan ekspansi disisi lain banyak yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan ekonomi atau keuangan syariah.

Kasus BSM digolongkan tadlis (penipuan). Penipuan bermula dari sisi manajerial bank dengan ditemukan adanya praktik moral hazard. Hal ini timbul karena kurangnya pengawasan dari BI dan rendahnya etika serta moral para eksekutif-nya. Dalam perbankan Islam, seluruh karyawan dan eksekutif perbankan haruslah memiliki tanggung jawab secara horizontal (sesama manusia) dan vertikal (kepada Allah swt.).
Apabila para bankir syari’ah melakukan penyimpangan dan moral hazard, hal itu tidak saja berimplikasi kepada lembaga tersebut tetapi juga kepada citra syari’ah. Meskipun masyarakat mengetahui bahwa hal itu kesalahan oknum tertentu. Tetapi orang akan dengan cepat menilai bahwa lembaga syariah saja melakukan moral hazard, apalagi lembaga konvensional.

Sebagai respon terhadap beberapa kasus moral hazard yang terjadi di lembaga perbankan yang notabene memiliki reputasi operating procedure yang baik, perlu ditekankan pada pembangunan karakter perilaku ekonomi yang berbasiskan nilai-nilai agama yang kuat. Jika prinsip ajaran ilahiah dan akhlak mulia telah terinternalisasi pada perilaku individu baik dalam aktivitas ekonomi maupun perbankan, akan dengan sendirinya menjadi self control untuk tidak terjerumus pada moral hazard seperti penyalahgunaan amanah dana nasabah.Perbankan syariah adalah salah satu bentuk konkret nyata, usaha integrasi nilai dan prinsip agama Islam, SDM dan sistem perbankan. Ajaran agama Islam menjelma kedalam karakter para pelaku dan sistem perbankan.
Kasus tersebut memberikan pelajaran berharga pada kita agar menjaga setiap amanah yang diberikan. Baik sebagai akuntan, pengusaha, maupun ekonom muslim. Dengan mempelajari kasus ini, kita dapat menuju kepada satu kesimpulan penting bahwa praktik bunga (riba), judi (maisir), dan moral hazard adalah penyebab dari adanya krisis ekonomi. Dan peran utama perbankan Islam adalah menghilangkan segala bentuk kezaliman (riba, maysir, tadlis) yang terjadi dalam praktik perbankan dan keuangan. Sehingga tercapai kemaslahatan bersama.
Penutup

Bank syariah pada dasarnya adalah bank yang menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam berekonomi dengan berbdasar pada Al Quran dan Hadits serta fatwa-fatwa dari ahli fiqih yang merujuk kepada Al Quran dan Hadits. Adanya tuntunan dalam Al Quran dan Hadits ini juga landasan bagi sumberdaya manusia melakukan aktivitasnya di bank syariah. Oleh karena itu, nasabah dan pengelola bank dalam beraktivitas harus menjalankan prinsip-prinsip syariah.
Kasus kredit fiktif yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri yang notabennya berbasis syariah, berlandaskan hukum Islam dengan modus nasabah bersekongkol dengan accounting officer BSM dengan mengumpulkan data nasabah yang mempunyai rumah dan tanah dan memalsukan data. Kasus kredit fiktif di BSM menunjukkan adanya moral hazard pengelola bank BSM. 

Persoalan kualitas SDM yang berakhlakul karimah dan kapabel, harus tetap dijadikan sebagai prioritas utama dengan kata lain derajat integritas dan moral sumber daya manusia perbankan dan sektor keuangan lainnya menjadi katalisator untuk dapat berfungsinya sistem pengawasan dini (early warning system). Para bankir syariah adalah ujung tombak yang akan memberikan “warna” dan “persepsi” kepada publik mengenai perbankan syariah. Oleh karena itu,  faktor SDM penentu utama.
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